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BUPATI ACEH BARAT DAYA 
PROVINS! ACEH 

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 
NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 13 TAHUN 
2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH 

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PERUSAHAAN DAERAH 
AlR MINUM GUNONG KILA 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

~ Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan 
menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah 
penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai 
penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan 
Perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

~ 
i(L) 

Mengingat 

b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila masih 
membutuhkan tambahan modal untuk operasional perusahaan 
guna mendukung penyediaan air bersih, untuk itu perlu 
melakukan tambahan penyertaan modal pada Perusahaan 
Daerah Air Minum Gunong Kila; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Perubahan atas Qanun 
Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada 
Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila; 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
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(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4633); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi ~ 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
49 Tahun 2011 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5261); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5533); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6173); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6279); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322) 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada 
Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
kepada PDAM dalam rangka Penyelesaian Hutang PDAM kepada 
Pemerintah Pusat secara Non Kas (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah(Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau 
Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan U saha Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
700); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang 
Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, 
Pelaporan dan Evaluasi BUMD (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 325); 

22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran 
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Kabupaten Nomor 88); 

23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2014 
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten 
Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 
2014 Nomor 14); 

24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 \ 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 
Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila 
(Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 116). 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

dan 

Menetapkan : 

BUPATI ACEH BARAT DAYA 

MEMUTUSKAN : 

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN 
ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 13 TAHUN 
2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN 
ACEH BARAT DAYA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 
GUNONGKILA 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya 
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum 
Gunong Kila (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya 
Nomor 116), diubah sebagai berikut : 

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisip 2 (dua) ayat, yakni 
ayat (la) dan ayat (lb) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal4 

(1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM-GK 
ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar 
rupiah), akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling 
lama 5 (lima) tahun, selanjutnya Pemerintah Kabupaten 
dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada 
PDAM dalam bentuk uang maupun barang. 

(la) Untuk operasional perusahaan guna mendukung 
penyediaan air bersih, selanjutnya dilakukan tambahan 
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penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM-GK 
sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), 
akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 
(lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021. 

(lb) Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada 
PDAM-GK sebagaimana dimaksud pada ayat (la), untuk 
tahun pertama dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000.000,
(lima milyar rupiah) sesuai kemampuan keuangan daerah. 

(2) Nilai penambahan penyertaan modal berupa barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung dan 
dinilai dalam bentuk uang. 

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak termasuk aset dasar yang akan diserahterimakan 
oleh Pemerintah Kabupaten pada saat dimulainya 
operasional PDAM-GK. 

(4) Aset dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan 
dihitung sebagai tambahan investasi daerah dan akan 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(5) Aset dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan 
menjadi total nilai investasi daerah kepada PDAM-GK. 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

PDAM-GK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada DPRK 
setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan 
keuangan perusahaan. 

Pasal II 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten 
Aceh Barat Daya. 

Ditetapkan di Blani?>P,idie 
pada tanggal 1 NOfeltl6(f' 2020 M 

Diundangkan di Blangpidie 
pada tanggal 4 /1Jflimt6u- 2020 M 

ti fl. A~ 1442 H 

l SEKRETARIS DAERAH i 
~ KABUPATE~EH ~~RAT DAYAfv 

I~ R. ~kktl 1442 H 

~UPATIA~YA,\ 
::::::----' 

AKMAL IBRAHIM 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR 4 
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINS! ACEH 
NOMOR: ( 'f I &i.I 2.f>'Z.o) 

~·.~· 
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I. 

PENJELASAN 

ATAS 

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 
NOMOR f' TAHUN 2020 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 13 TAHUN 
2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT 

DAYA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNONG KILA 

UMUM 

Dalam rangka meningkatkan penerimaan kabupaten yang sekaligus untuk 
mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Aceh 
Barat Daya, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih 
memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan 
memberikan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah yang 
bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya 
saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus 
memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya. 

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan 
kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya 
memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya 
membentuk Qanun. 

Tambahan Penyertaan Modal dimaksud akan digunakan untuk operasional 
perusahaan guna mendukung penyediaan air bersih. Ketersediaan air bersih 
di Kabupaten Aceh Barat Daya terutama pada beberapa wilayah yang kondisi 
air tanahnya tidak layak konsumsi merupakan kebutuhan yang sangat 
penting. Tidak hanya untuk konsumsi masyarakatjuga sangat diperlukan bagi 
pembangunan industri di Kabupaten Aceh Barat Daya 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
Cukup jelas. 

Pasal II 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR \40 

-------
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Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

PEMERINT AH ACEH 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan T Nyak Anef No 21f; Te\r.. 75~ i 177 

BANDA ACEH 23144 

; 180113936 
: Segera 

: HJJsiJ Fasilitasi Ranamgan Qjlnun 

Kabuparen Aceh &rat .O,,va. ---

f3anda /a,cch. ~·-~ .Y.:t~l!'f'{t.r;~·r __ 'J.~!~!? 
~ Sha!ar ) 442 

Yang T t-rhrmnat. 
Bapati Act-h Barat lnya 
di -

Blangpidi.e 

!. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor l88!1010:2020 u.~i :.: ~=i.ber 
2020 perihal Mahon l:'asilitasi Rancangan 0,Jlnun, bah·m. t1.:::.':d.szp f-;;m.c .. u417:c 

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Tambah.m Y'<r::e:r;..;,r: !•'.t .. d;.:i 

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada P"rusahazr, r..r.er2h }-.:r 1.!:.1u;n: 

Gunong Kila telah dilakukan fasilitasi dan dapac dirir,d;dd«n)~·::C ~· pe.-.:~r.c• 

perundang-undangan dengan penyempurnaan sebagai berikuz.: 

a. Dasar hukum agar menambahl.an: 

1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahon 2019 remang p...,~~ 

Keuangan Daerah; 

2) Peraro.ran Menteri DalaJn Negeri Nomor 52 Talum 2012 tenta"'g Ped.cman 

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 

3) Peraruran Menteri Dalam Negeri ~iomor 48 Tahun 2Dll0 t!'..r.rang ?<:<i?!!'aro 

Penerimaan Hibah dari Pemerinrah F'u.sac ~ ?e:mr.n:cr..a~ ~'.:':oi., ~"" 

Penyertaan Modal Pemerinrah Daerah kepai:J.a ?.'.)fc),r '.i.al.arr: r>.n:Eh 

Penyelesaian Hutang PD.-\M kepada Pernerinr.ah Pu.;a: ~.zr.a 'io:i ;:z-, 

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 118 Tahu:-, 2]E u,-r;',;"::6 ??.::'""" 

Bisnis, Rencana !Cerja dan Anggar.m, Kerjasam;;, ?e:a-;:ic-ra-u. .±an £.,·;;hi.an 

BUMD; 

b. BAB ill Pasal 4 agar di.sescaikan: 

1) Tumlah nominal modal dasar PDAM Gunong Kfla ""'.,,,,; cenpn ?!"=m'-~r: 

Daera:h (Qinun) pendirian PDA:\.! d.imaks-<14 """=P- ~,.,..,,::._ :.~u1 

penyertaan modal tennasuk penambahan penyen:aa:n :n.:.:.a'. ~'t: '.xreJ: 

melebihi jumlah modal dasar; 

2) Dalam hal jumlah rota! penyeruan mod.al relzn rneifbL'D ia'!:i:a'.: !'."rA:a; 

da ak P • Da h 10 cl• . o~" I f f., .. ,~- - I';•· ~ .. ,.:.,. sar m :a eraluran era _anun; pen .nan~ w. ----'~ -..:~ ........... 5 ·""·~~-· ;:.r.-~,_ 

dilakukan peruba han terutarna ltlaw"Ul :;a-r.g m<:nga'T.llr >:e<i!ar..g ll"JO:ia: f.m·• -

dan disebutkan modal da~r yang in.gin dicanrumhn: 

3) Pasal II huruf e Peraturan Pemerintah .'iomor '54 Ta:m;; 2i!i7 d.w.:-l;r,;.:i.a:::: 

b h "P D h d' ·. " '-· ··• ,._.,,_ - .... ~;., a .wa eraturan aera te:ntang pen .n.11.n • eru.~c ... ~ •. ·~ ·-·"'"'"-· -~~-a...;; 
f • ."l ', • • ~ ' 

paling .o;edikit terdiri le; be\arnya m<Xia~ a;._sar 1..14.:: •no~' -:::::ez:::or ~::. 

Pasal 20 bahwa "modal BUMD yang b"n""'""' da!"' pen.y~=<c. ::-h:h: 

daerah merupakan batas penanggungiawahan daenb: •= h-::-:;.;zi; 

BT.JMD"; 
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4) Resiko tidak mencantumkan nilai nominal dapat menyebabkan nilai 

investasi pemerintah daerahnya tidak diperhitungkan jika suatu saat 

perusahaan mengalami masalah likuidasi; 

5) Direksi hanya bertanggung jawab mengembalikan investasi Pemerintah 

Daerah sejumlah yang tertera pada anggaran dasar/Peraturan Daerah; 

c. Apabila Pt>merimah Kabupaten Aceh Barat Daya akan menambah jumlah 

penyertaan modal melebih.i jumlah penyenaan modal yang ditetapkan dengan 

qanun penyenaan modal sebelumnya, maka cukup melakukan perubahan 

Qanun mengenai penyertaan modal yang telah ditetapkan sebelumnya, tidak 

mcnerbitkan Qnnun baru sesuai Passi 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

cl. Terkait tata cara dan pelaksnnaan pengelolaan investasi diatur dalam nturan 

tersendiri. 

2. Tata earn penulisan dan format rancangan qanun agar mengacu pada Undang

Unclang Nomor 12 Tahun 2011 tentnng Pembentukan Peraturan Perundang

Undang1111 sebagaimana telah diubah dengan lJndang-Undang Nomor 15 Tahun 

2019 lentang Perubnhan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Qllnun Aceh Nomor 5 Tahun 

2011 tentang Tata Cara Pembemukan Qnnun. 

3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar saudara segera menyempurnakan 

Rnncnngan Qanun dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernm dan sebelum 

ditetapkan menjadi Qanun disampaikan kembali kepada kami untuk 

mendapatkan nomor register. 

4. Demikian dan terima kasih. 

a.n. GUBERNUR ACEH 
.~. SEKRETARIS DAE RA?' 

'> .. · ~~ 
,:.,;.·. .·~--·~ 

· ,., '-. :.· · dr._I~QWALLAH. M. Kes 
PEMBINA UTA MA 

'<'. NIP •. 19640504 199703 l 002 

I. I'll. Guhcrnur Acch (Scbugal Luporan); 
2. Kel\la ll.l~llKl\!:clllla.i:al.l?ayi1 .... '""" 
~l-1\1\11.W0\'1-\IU.\Ot• """'"'·••M•~FH·"-t~1-<.i'""t .... • 
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